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Abstrak
 

Tugas penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah mencari serta mengumpulkan barang

bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut dapat diketahui tindak pidana yang terjadi dan tersangka dapat

ditemukan. Barang bukti kendaraan berimotor yang menjadi objek tindak pidana terutama bagi sebagian

orang merupakan salah satu benda bergerak yang sangat dibutuhkan dan sangat berharga guna melanjutkan

kelangsungan perekonomian keluarganya dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga apabila benda

tersebut berada dalam status sebagai barang bukti tindak pidana tentunya benda tersebut tidak berada dalam

pemilikannya sebab setelah dijadikan barang bukti pada proses persidangan, sedangkan proses persidangan

pada sistem peradilan di Indonesia mulai dari tingkat penyidikan hingga persidangan setidaknya akan

menyita waktu yang begitu lama.

Kepustakaan konseptual terdiri dari penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan skripsi ini. Teori

dan konsep yang dijadikan alat analisis meliputi teori hukum dan teori manajemen serta konsep yang

digunakan adalah konsep pelayanan publik, konsep pinjam pakai, Konsep barang bukti

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode studi kasus

digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang suatu peristiwa yang terjadi di lapangan secara nyata,

dengan memberikan gambaran serta melukiskan objek penelitian secara nyata dengan mengemukakan

gejala-gejala secara lengkap sehingga diketahui fakta yang sebenarnya terjadi mengenai praktik pinjam

pakai kendaraan bermotor kepada pemilik kendaraan pada Sat Reskrim Polres Bandung

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada implementasi pinjam pakai kendaraan bermotor yang

dilakukan belum mengacu kepada peraturan pelaksanaan KUHAP seperti kewajiban melaporkan kepada

Pengadilan Negeri dalam bentuk tembusan apabila kendaraan tersebut di pinjamkan, dan belum adanya

sistem administrasi yang baku dalam melakukan pelayanan pinjam pakai

Pembahasan permasalahan yang dilakukan dengan menggunakan teori dan konsep yang mendukung

pembahasan sebagaimana dikemukakan kepustakaan konseptual, serta dikaitkan pula dengan peraturan

perundangundangan yang relevan dan penelitian yang telah dilakukan.

Hasil pembahasan disimpulkan Implementasi Pelayanan publlik yang dilakukan Satreskrim Polres Bandung

dalam memproses pinjam pakai barang bukti kendaraan bermotor belum secara umum memenuhi asas

pelayanan publik oleh karena masih terdapatnya tawar menawar antara penyidik/penyidik pembantu dengan

pemilik kendaraan yang mengarah kepada persetujuan. Mengenai persyaratan yang harus dipenuhi pemilik

kendaraan beserta penetapan besarnya uang administrasi yang harus diberikan, agar kegiatan pinjam pakai

kendaraan bermotor tersebut dapat dilakukan.
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